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ABSTRAK
Skripsi ini membahas Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A
Sungguminasa, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu
1) Bagaimanakah aturan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa 2). Efektivitas pemberian
remisi dalam menekan angka ketergantungan Narkotika di Lembaga
Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan
menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan
dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi
terhadapmasalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi,
dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Aturan pembinaan narapidana
yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika berdasarkan ketentuan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan narapidana, dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni:
(1) Pembinaan Kepribadian. (2) Pembinaan kemandirian  juga di tetakan dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  Pelaksanaan pemberian remisi
pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Sungguminasa di lakukan sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1 PP Nomor 99
tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan
berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta
Peraturan Mentri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 2) Efektivitas pemberian
remisi dalam menekan angka ketergantungan Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa belum berjalan lancar karena masih
banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya selain yang tertuang
dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Sungguminasa dengan pihak BNN Makassar belum pernah
diadakan.
Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan
tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan
dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap
dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar
pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana
khusus dan perlu meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana khususnya pada
pelaku tindak pidana narkotika dalam membongkar kasus pengedaran narkotika
dan menekan angka ketergantungan narkotika.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai
hukum. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yang merupakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar
hanya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok saja,
akan tetapi akan dikembangkan lebih luas lagi dengan aturan-aturan dan
ketentuan- ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan
lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari bentuk-bentuk peraturan
maupun ketetapan, baik yang tertulis atau tidak tertulis inilah dapat ditemukan
istilah yang disebut dengan Hukum Positif Indonesia.
Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum
Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak
Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus, akan
tetapi bentuk perumusan jenis dari sanksi tindak pidana narkotika ini sejalan
dengan ketentuan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa
pidana mati, pidana penjara, denda, dankurungan.1
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam,
yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.Pengaruh
langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai
pidana.Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak
1AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika,(Jakarta Timur:Sinar Grafika) hlm. 213
2pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat
yakni (1) kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi
harkat dan martabat seseorang, dan (2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu
mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan
menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan.2
Mengenai pidana penjara ini, diatur  secara khusus dalam Undang-
UndangNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan
peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, di Indonesia dikenal adanya
sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan itu sendiri sangat menekankan pada
unsur balas dendam dan penjeraan, serta secara berangsur-angsur tidak sejalan
dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, oleh karena itu, sejak tahun
1964 sistem pemenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan.
Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti,
khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Saharjo
yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan, telah
mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: tiap orang
adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar
masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan
kemerdekaan bergerak.
2Bambang Waluyo SH., Pidana dan Pemidanaan Cet.IV 2014(Jakarta: Sinar Grafika)
hal 22.
3Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini, diatur hal-hal yang
berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, dan salah satunya mengenai Hak-
Hak Narapidana, yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yangdilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan atau orang
tertentulainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam hak-hak tersebut di atas, terdapat salah satu hak berupa
mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang sering disebut dengan remisi.
Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
narapidana dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang
dimaksud tersebut adalah narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa
pidananya.
4Pada tanggal 28 Juli 2006, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Hamid Awaludin.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat perubahan mengenai ketentuan
persyaratan pemberianremisi.
Dengan adanya perubahan tersebut, dapat diketahui bahwa dengan
adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini, pemberian remisi pun
diperketat. Pada awalnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999,
narapidana semua diperlakukan sama dalam hal pemberian remisi, akan tetapi
setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mulai terlihat
adanya pembedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana umum dengan
narapidana narkotika.
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian  remisi  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dipandang belum mencerminkan
seutuhnya kepentingan mengenai keamanan, ketertiban umum, dan rasa
keadilan. Pada tanggal 12 November 2012, terdapat perubahan kembali terhadap
peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh
Amir Syamsudin, selaku Menteri Hukum dan HAM. Peraturan pemerintah
terbaru ini, justru menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah
pengajuan gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut ke
Mahkamah Agung oleh Yusril Ihza Mahendra karena dianggap bertentangan
5dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia, dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Sementara itu, Priyo Budi Santoso yang merupakan wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR), mengirimkan surat kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meneruskan aspirasi  109
narapidana korupsi yang keberatan atas munculnya Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012. Dalam surat tersebut, berisi gugatan bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap telah bertentangan dengan Pasal 28
D ayat (1) yang berarti melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, kerusuhan di
Lapas Tanjung Gusta pun menjadikan bukti bahwa dengan adanya Peraturan
Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  dinilai  tidak  manusiawi,  tidak  adil,
tidakrasional, dan tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang merupakan
lembaga pembinaan bagi pelaku kejahatan agar siap kembali terjun dalam
masyarakat.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka  penulis
membahas lebih mendalam, dalam penelitian yang berjudul Pembinaan Melalui
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah poin fokus sebagai
representasi dari fokus penelitian yaitu hak narapidana tindak pidana narkoba.
Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai
berikut.
6Orientasi penelitian ini dibatasi pada hak narapidana khusus, disamping
hak-hak atas pidana umum. Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini
yakni bagaimana pembinaan melalui pemberian remisi terhadap narapidana
Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
Kabupaten Gowa.
Penelitian mengenai pembinaan melalui pemberian remisi terhadap
narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA
Sungguminasa Kabupaten Gowa merupakan penelitian yang ditujukan kepada
narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas
IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa yang memiliki problematik yang secara
tidak langsung tentunya mempengaruhi efektivitas pemberian remisi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan
diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah aturan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa ?
2. Efektivitas pemberian remisi dalam menekan angka ketergantungan Narkoba
di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten
Gowa ?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
7terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:
1. Dwidja Priyatno dalam bukunya “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di
Indonesia” mengungkapkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis
pidana yang terdapt dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana
termaksud dalam pasal 10 KUHPidana. Pidana penjara merupakan salah satu
jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk
menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara indonesia yang bedasarkan
pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak
lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan
reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem
pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan
dinamakan sistem pemasyarakatan yang salah satu didalamnya dinamakan
remisi. Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang
menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut
masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap
narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia,
remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana
tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya)
maka tidak dapat diberikan remisi.
2. A. ubaedillah dalam bukunya yang berjudul “ Hampir lima belas tahun usia
reformasi di Indonesia. Sejak kelahirannya pada 1998 lalu gerakan reformasi
sudah mengubah banyak hal tentang Indonesia. Era transisi demokrasi sudah
dilewati. Kini Indonesia tengah mengisi era baru demokrasi. Namun dibalik
perubahan itu, demokrasi yang dipraktikkan di negeri ini masih belum mampu
8menunjukkan tanda-tanda menyakinkan dapat mengubah masa depan
Indonesia yang jauh lebih baik.
3. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Panitensier Indonesia”
menjelaskan bahwa pidana merupakan bukan suatu tujuan dan tidak mungkin
dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia
jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis
negeri belanda, karena mereka seringkali menyebut tentang tujuan dari
pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, sehingga ada beberapa
penulis ditanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis
belanda itu. Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf
dengan tujan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan doel der
straf sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan. Sementara pemidanaan itu
sendiri dapat diartikan s ebagai penetapan hukum untuk suatu peristiwa.
4. Moh Taufi Makaro dkk dalam bukunya “ Tindak Pidana Narkotika”
menjelaskan bahwa tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah
satu bentuk kejahatan tanpa korban (victimlessn crime). Kejahatan tanpa
korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat karena
terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, kejaksaan,
pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga professional, dan lain sebagainya.
5. Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” mengungkapkan
secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban
umum. Hal ini dilatar belakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan
diantara manusia, yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya
tidak hanya berlainan, tetapi kadang sering bertentangan. Untuk menghindari
timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang
9lain dalam rangka memenuhi  kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk
memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan berupa batasan-batasan
sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya
mencapai dan memenuhi kepentinganga itu. Dalam upaya memberikan rambu-
rambu tersebut, hukum pidana memberikan bahasan yang sangat luas dan
cakupan dari banyak segi. Hal ini kadang memberikan kesukaran untuk
memberikan suatu batasan yang daat mencakup seluruh aspek pengertian
hukum pidana yang sangat luas itu, kerena dalam memberikan batasan tentang
hukum pidana , biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja
sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak
masuk dan berada diluarnya. Namun demikian pemberian batasan tersebut
tetap berguna karena setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti
hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan mendalam.`
6. Siswanto sunarso dalam bukunya “Penegakan Hukum Psikotropika dalam
kajian sosiologi hukum” menjelaskan bahwa telah ada Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dapat memberikan arahan,
kepastian, dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran
gelap psikotropika yang melibatkan para pelaku lintas batas Indonesia, tapi
dalam penegakan hukum tersebut masih menemui banyak kendala. Selain
kendala subtansi hukum yang memerlukan penjebaran lebih lanjut, misalnya
yang menyangkut kebijakan general prevention, criminal policy, therapy and
rehabilitation dalam peraturan perundang-undangan yang masih sangat
kurang.
7. Fadli Andi Natsif dalam bukunya “ Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana
Nasional Dan Hukum Pidana Internasional” menjelaskan bahwa kejahatan
HAM adalah tindakan pelanggaran atas kemanusiaan baik yang dilakukan oleh
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individu, Negara ataupun pihak lain. Berdasarkan sifatnya, ada kejahatan
HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa da nada pula
sebagai pelanggaran HAM berat. Yang kerap menjadi perhatian serius adalah
kejahatan HAM dalam kategori terakhir.
8. Majda El-Muhtaj dalam bukunya “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi
Indonesia” mengatakan konstitusi dan jaminanya atas HAM merupakan satu
kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi
konstitusional. Dalam perkembanganya, jaminan konstitusi atas HAM di
Indonesia mengalami proses dialetika pemikiran yang menarik diamati.
9. Mujaid Kumkelo dalam bukunya “Fiqih HAM ortodoksi dan liberalism Hak
Asasi Manusia Dalam Islam” menjelaskan bahwa fikih liberalism HAM versus
fikih ortodoksi HAM menjadi perbincangan yang terus menarik perhatian para
akademis hukum. Varian perspektif HAM Islam disajikan menarik dalam
buku ini. Mulai konsep manusia dalam Al-Qur’an, HAM dalam perspektif
islam dan barat hingga HAM dalam perspektif dua tokoh besar yang mewakili
zamannya masing-masing yaitu Al-Maududi dan An-Na’im.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yan ingin dicapai sebagai berikut:
a. Menjelaskan aturan pembinaan terhadap narapidana narkoba.
b. Menjelaskan tentang Efektivitas pemberian remisi dalam menekan angka
ketergantungan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Sungguminasa Kabupaten Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang
pemahaman pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus.
Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pikiran dan
informasi mengenai sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia terkhusus
pada pemberian remisi kepada setiap narapidana/ Warga Binaan.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi
masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri untuk
lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada
relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan remisi sebagai
suatu hak bagi narapidana.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PIDANA DAN PEMIDANAAN
1. PENGERTIAN PIDANA DAN PEMIDANAAN
Menurut Soedarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.3
Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan Pidana adalah reaksi atas delik dan ini
berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara para pembuat delik itu.4
Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara bahwa Hukum
Pidana materil berisikan peraturan – peraturan tentang berikut ini:
a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare Feiten)
misalnya:
1. Mengambil barang milik orang lain;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
b. Siapa – siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur
pertanggung jawaban terhadap Hukum Pidana.
c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau juga disebut
Hukum Penetentiar.5
Seorang ahli Hukum lain memberikan pengertian luas terhadap Hukum
Pidana misalnya Moeljatno dapat dikemukakan disini bahwa Hukum Pidana
adalah sebagai berikut:
3 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. 2006. (Bandung: PT Refika Aditama), hal 6.
4 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. hal 6.
5 Bambang Waluyo, S.H. Pidana dan Pemidanaan. 2014 (Jakarta: Sinar Grafika), hal 6-7
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a. Memenuhi perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan Pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.6
Sedangkan Pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan
hanya menyangkut dari segi Hukum Pidana saja akan tetapi dari segi Hukum
Perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika
membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah
penghukuman dalam arti Pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan
atau pemberian pidana tidak hanya menyangkut pemberian Pidana saja tetapi
undang – undang yang telah ada sebelumnya.
1. Jenis – Jenis Pidana
Jenis – jenis pidana dalam konsep rencangan KUHP Nasional diatur di
dalam Pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari:
a. Pidana Penjara;
Pidana penjara adalah suatu Pidana berupa pembatasan kebebasan
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut
di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk
menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga
6 Bambang Waluyo, S.H. Pidana dan Pemidanaan. hal 7
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pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka
yang telah melanggar peraturan tersebut.7
b. Pidana Tutupan;
Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah
dimasukkan ke dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana kitab undang –
undang tanggal 31 oktober 1946 nomor 20.8
c. Pidana Pengawasan;
Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak
diatur dalam KUHP (WvS). Penjatuhan pidana pengawasan tidak sembarang
dapat dilakukan, namun harus memenuhi persyaratan tertentu.
Adapun hal – hal yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah
sebagai berikut (rancangan KUHP).
1. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.
2. Dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan
perbuatannya.
3. Pengawasan dilakukan oleh pejabat Pembina dari departemen kehakiman yang
dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga social, atau orang
lain.
4. Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memperpanjang pengawasan apabila terpidana melanggar hukum. Namun
apabila selama pengawasan terpidana berkelakuan baik dapat diperpendek
7 Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Hukum Penitensier Indonesia.
2012 (Jakarta: Sinar Grafika). Hal 54
8 Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Hukum Penitensier Indonesia.
hal 131
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masa pengawasannya. Selain itu, hakim pengawas dapat mengubah penetapan
jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.
5. Apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak
pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara
maka pidana pengawasan berjalan terus.
6. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara maka pengawasan ditunda dan
dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.9
d. Pidana Denda;
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah
denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur.Pokok – pokok
Pidana denda sesuai rencangan KUHP dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit
seribu lima ratus rupiah
2. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
c. Kategori III, tiga juta rupiah;
d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.
3. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi
berikutnya.
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana
yang diancam dengan:
9 Bambang Waluyo, S.H. Pidana dan Pemidanaan. Hal 19
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a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun
adalah denda katagori V;
b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama
dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
c. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.10
e. Pidana Kerja Sosial;
jenis pidana kerja social sebelumnya juga tidak diatur dalam KUHP
(WvS). Dalam penjatuhan pidana selain dipenuhi syaratnya, juga perlu
pertimbangan dan syarat – syarat tertentu, misalnya pidana relative pendek atau
dendanya ringan.
Garis besar yang perlu dicermati sehubungan pidana kerja social adalah
sebagai berikut (Rancangan KUHP).
1. Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau
pidana denda yang tidak lebih dari denda kategori maka pidana penjara atau
pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja social.
2. Hal – hal yang harus dipertimbangkan:
a. Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. Usia yang layak kerja terpidana menurut peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
c. Persetujuan terpidana sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal
yang berhubungan dengan pidana kerja social;
d. Riwayat social terpidana;
e. Perlindungan keselamatan kerja terpidana.
10 Bambang Waluyo, S.H. Pidana dan Pemidanaan. hal 20
17
3. Pidana kerja social tidak boleh dikomersilkan dan bertentangan dengan
keyakinan agama dan politik terpidana.
4. Jika pidana kerja social sebagai pengganti denda maka sebelumnya harus ada
permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut.
Pidana kerja social paling singkat tujuh jam.
5. Waktu pidana kerja social dijatuhkan paling lama:
a. 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun ke atas;
b. 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun.
6. Pelaksanaan pidana kerja social dapat diangsur paling lama 12 bulan dengan
tetap diperhatikan:
a. Kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannyadan atau
b. Kegiatan lain yang bermanfaat.
c. Apabila terpidana gagal memenuhi seluruh atau sebagaian kewajiban untuk
menjalankan pidana kerja social tanpa alas an wajar maka terpidana dapat
diperintahkan:
d. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja social tersebut;
e. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara diganti dengan pidana kerja
social tersebut; atau
f. Membayar seluruh atau sebagian pidana dengan yang tidak dibayar yang
diganti dengan pidana kerja social tersebut atau menjalani pidana penjara
sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.11
Sedangkan Pidana tambahan dimuat dalam Pasal 64 ayat (1). Pidana
tambahan adalah:
a. Pencabutan hak – hak tertentu;
b. Perampasan barang – barang tertentu dan/atau tagihan;
11 Bambang Waluyo, S.H. Pidana dan Pemidanaan. hal 20 - 21
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c. Pengumuman putusan Hakim;
d. Pembayaran ganti kerugian; dan
e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang
hidup.12
Sedangkan Pidana Mati menurut konsep rencangan KUHP Nasional
dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus. Serta
diancamkan dan dijatuhkan semata – mata untuk mencegah dilakukanya tindak
pidana tertentu dengan menegakkan norma Hukum demi mengayomi masyarakat
(Pasal 63 jo. Pasal 84)
2. Teori – Teori Pemidanaan
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam perundang –
undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan teori yang
mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan
dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya oleh
pembuat (preveni khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (potential
offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun
yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitusebagai
berikut:13
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorlen)
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari
penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak
menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan
12 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. Hal 53
13 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet ke-7. 2012. (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada). Hal 157 – 161
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perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara)
yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal
dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam;
3. Dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).
Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar
kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya
keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:
1. Pertimbangan dari sudut ketuhanan
Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu
aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan melalui pemerintah
Negara sebagai abdi atau wali Tuhan di dunia ini.
2. Pandangan dari sudut Etika
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Pandangan Kant menyatakan
bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana.
Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis
merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai Hak untuk
menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang
dituntut oleh etika tersebut.
3. Pandangan Alam Pikiran Dialetika
Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel ini dikenal dengan teori
dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pemikiran
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yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang
melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari
kenyataan adanya hukum (anti these)
4. Pandangan Aesthetica dari Herbart
Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran
bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa
ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau
dipulihkan, maka dari sudut Aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana
yang setimpal pada penjahat pelakunya.
5. Pandangan dari Heymans
Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans
di dasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa “setiap niat yang tidak
bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat
yang bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi
niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak
diberi kepuasan ini berupa penderita yang adil. Menurut Leo Polak14 pandangan
Heymans ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi
penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukan suatu teori
pembalasan sepenuhnya.
6. Pandangan dari Kranenburg
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia mengemukakan
mengenai pembagian syarat – syarat untuk mendapatkan keuntungan dan
kerugian, maka terhadap hukum tiap – tiap anggota masyarakat mempunyai suatu
kedudukan yang sama dan sederajat.
14 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet ke-7. Hal 161
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b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorien)
Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan
pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu
diperlukan pidana.
Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga
macam sifat, yaitu:
1. Bersifat menakut – nakuti (afschrikking);
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering);
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken).
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:
1. Pencegahan umum (general preventive), dan
2. Pencegahan khusus (special preventive)
Diantara teori – teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat
menakut – nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori
pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang
– orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Sedangkan teori
pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan
umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang
telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah
agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam
bentuk perbuatanya nyata.15
c. Teori Gabungan (vernegings theorien)
15 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Hal 161 – 165
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Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain, dua alas an itu menjadi dasar
dari penjatuhan pidana.
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan
pandangan sebagai berikut:
a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala
masyarakat;
b. Ilmu hukum pidana dan perundang – undangan pidana harus bertujuan
memperhatikan hal studi antropologis dan sosiologis;
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah
untuk memberantas kejahatan.
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu
sebagai berikut:16
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya
dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan
yang dilakukan terpidana.
a. Teori Gabungan yang pertama
Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini
didukung oleh pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah
pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib
hukum hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari
16 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Hal 166
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kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila
bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.
b. Teori Gabungan yang kedua
Menurut Simons17dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar
sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada
pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang.
Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum
itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-
nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat.
Menurut Vos18 yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari
pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada
ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim.
Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan
efektivitasnya untuk menakut-nakuti.
Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang
bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa
kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham,
tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat.
2. Narapidana
1. Pengertian Narapidana
Narapidana adalah terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan
di LAPAS.19Banyak pelanggaran Hukum yang terjadi di masyarakat, baik
pelanggaran Hukum adat ataupun Hukum Negara. Setiap pelanggaran yang
17 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Hal 167
18 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana 1. Hal 168
19 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. hal 105
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dilakukan dalam Hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam
Hukum Adat atau Hukum Negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku
pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam
Hukum Negara pelaku pelanggaran Hukum akan menerima sanksi setelah
dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari Hakim. Secara umum narapidana
berarti orang yang melakukan tindak Pidana.
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang
hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana):
terhukum.20 Sementara itu, berdasarkan kamus Hukum narapidana diartikan
sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.21
Jadi Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks
suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditolerisansi dan harus diperbaiki
dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaanya sebagai peneggakkan
norma – norma (aturan – aturan) oleh alat – alat kekuasaan (Negara) yang
ditunjukkan utuk melawan dan memberantasan perilaku yang mengancam
keberlakuan norma tersebut.
2. Hak – Hak Narapidana
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;
20http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 16:30 Wita.
21http://kamushukumonline.com/narapidana diakses pada tanggal 9 Maret 2017, pukul
16:30 Wita.
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g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa Pidana (Remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.22
a) Melakukan ibadah sesuai Agama dan Kepercayaan
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk
melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang disesuaikan
dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas
untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan Kepala LAPAS dapat
mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau
perorangan.
b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat
perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani
pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:
1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran
bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas
22 C. Djisman Samosir, S.H.,M.H. Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan. 2012(
Bandung: Nuansa Aulia). Hal 132
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pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan
menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan
apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan
pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat
dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat tanda tamat belajar
dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam
LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan
yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas
dan disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga
kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1
(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil
pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka
penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan
lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala
LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan dirumah sakit umum pemerintah
diluar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta
bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada
keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik
tersebut.
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan
minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan
apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang
berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat
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diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak
melampaui 1 1 2(satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah
ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan
anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan
makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang
dibawah ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan
tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun
dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sama keluarga. Bagi narapidana dan
anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan
tambahan.
e) Menyampaikan keluhan
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan
keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau
sesama penghuni teradap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau
tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara
penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Menteri.
f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang
Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa
media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan
kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik Pemasyarakatan dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media
massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan setiap LAPAS
menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat Televisi, 1 (satu) buah
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Radio penerima, dan media Elektronik lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik
Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat Televisi dan Radio atau media
Elektronik yang lain kedalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.
g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan uah atau premi dan
besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat diLAPAS dan diberikan
kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang
mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai
menjalani mas apidana.
h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima
kunjungan dari keluarga, penasehat huku, atau orang tertentu lainnya dan dicatat
dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus
untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat
kunjungan, wajib:
1. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
2. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaanya
Bahwa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan
mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
i) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat
ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:
1. Berkelakuan baik dan
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2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Berdasarkan Pasal 16 UU Pemasyarakatan Narapidana dapat dipindahkan
dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
a. Pembinaan;
b. Keamanan dan ketertiban;
c. Proses peradilan;
d. Lainnya dianggap perlu.23
Penyedikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai
tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat
Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah
penyelidikan menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang
berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala LAPAS. Kepala
LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di
LAPAS. Penyidikan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di luar
LAPAS setelah mendapat izin kepala LAPAS. Narapidana sebagaimana dimaksud
dapat dibawah ke luar LAPAS untuk kepentingan:24
a. Penyerahan berkas perkara;
b. Rekontruksi; atau
c. Pemeriksa di bidang pengadilan.
Dalam hal ini terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana
dimaksud di atas narapidana hanya dapat di bawa ke luar LAPAS setelah
23 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. hal 112
24 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. hal 112
30
mendapat izin tertulis dari direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jangka waktu
Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS setiap kali paling lama satu hari.
Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding
pengadilan terhadap narapidana harus dilakukan di luar wilayah Hukum
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani,
narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
3. Remisi
a. Pengertian Remisi
Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang
narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan dengan keputusan
Presiden sehubungan dengan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
setiap tahunnya. Penerima remisi didasarkan atas penilaian dan usul dari Kepala
Lembaga Pemasyarakatan terhadap orang – orang yang memenuhi syarat untuk
menerimanya. Ketentuan tentang remisi diatur dalam Keputusan Presiden No. 5
Tahun 1987. Adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang
minimal telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk
masa penahanan sementara. Jadi yang berhak mendapatkan remisi adalah
narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan sejak
putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap.
Akan tetapi terpidana mati dan seumur hidup tidak mendapat remisi, oleh karena
itu perubahan terhadap hukuman mati dan penjara seumur hidup hanya dapat
terjadi melalu grasi. Ketentuan ini berbeda dengan Keppres No. 156 Tahun 1950
yang menentukan, apabila narapidana seumur hidup lima tahun berturut – turut
berkelakuan baik, maka hukumannya otomatis berubah menjadi hukuman
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smentara waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan lainnya, dalam Keppres
No. 5 Tahun 1987 recidivist tidak mendapat remisi, sementara dahulu menurut
Keppres No. 156 Tahun 1950 mulai dari tahap I sampai dengan VI adalah 2 bulan,
3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan.25
Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk
seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang
diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, remisi adalah penguran masa menjalani pidana yang diberikan
kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat – syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Sedangkan menurut ketentuan
Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak
memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan
Anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat
diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani
pidana”.26
Hukum Islam sendiri membahas dasar pengampunan hukuman yang
menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dasar dari Al-
Qur’an adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqaarah ayat 178 yaitu27:
ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ُﻢُﻜۡﯿَﻠَﻋ َِﺐﺘُﻛ ْاُﻮﻨَﻣاَء ُصﺎَﺼِﻘۡﻟٱ ِﻲﻓ َۖﻰﻠۡﺘَﻘۡﻟٱ ﱡﺮُﺤۡﻟٱ ِﺑ ِّﺮُﺤۡﻟﭑ َو ُﺪَۡﺒﻌۡﻟٱ
 ِﺑ ِﺪۡﺒَﻌۡﻟﭑ َو َٰﻰﺜُﻧۡﻷٱ ِﺑ َٰۚﻰﺜُﻧۡﻷﭑ َُﮫﻟ َﻲِﻔُﻋ ۡﻦَﻤَﻓۥ َﻓ ٞءۡﻲَﺷ ِﮫﯿَِﺧأ ۡﻦِﻣ ُۢعَﺎﺒِّﺗﭑ ِﺑ ِفوُﺮۡﻌَﻤۡﻟﭑ ٌٓءَاَدأَو
25 Darwan Prinst, S.H. Hukum Anak Indonesia. Cet ke-2. 2003. (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti). Hal 72-73
26 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. Hal 133
27 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Makassar : Alauddin University Press, 2014),
h.107.
32
 ِﻟ َٰذ ٖۗﻦ َٰﺴِۡﺣِﺈﺑ ِﮫۡﯿَﻟِإ َﻚ ِﻦََﻤﻓ ۗٞﺔَﻤۡﺣَرَو ۡﻢُﻜِّﺑ ﱠر ﻦ ِّﻣ ٞﻒﯿِﻔَۡﺨﺗ َٰىَﺪﺘۡﻋٱ َُﮫَﻠﻓ َﻚِﻟ َٰذ َﺪَۡﻌﺑۥ ٌبَاﺬَﻋ
 ٞﻢﯿَِﻟأ١٧٨
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik
(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih”.
Qishaash ialah  pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan
kejahatannya.28 Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat
kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi)
yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya
dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si
korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum -hukum ini, membunuh yang bukan si
pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka
terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang
pedih.
b. Jenis – Jenis Remisi
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 keputusan Presiden RI No. 174
Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis – jenis/bentuk Remisi yaitu:29
1. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus;
28 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h.106.
29 Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia. Hal 135-140
33
2. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan
yang dianut oleh Narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan, dengan
ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan
dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh
penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan
perundang – undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan
Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (2) dinyatakan, bahwa
pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:
a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Islam;
b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama
Kristen;
c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama
Hindu;
d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Budha.
e. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau
Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
1. Berbuat jasa kepada Negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaaat bagi Negara atau kemanusiaan;
atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan.
3. Remisi Dasawarsa
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Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak
pidana bertepatan dengan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada
tangal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali
4. Remisi Khusus Yang Tertunda
Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak
pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan
berubah statusnya menjadi narapidana pemberian remisi ini adalah untuk
meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurung
waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga
Pemaysrakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam)
bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum diperolehnya karena masih
menunggu status hukumannya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian
turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga
terlambat dan pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah
tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar
agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang
sama sebagaimana narapidana yang lainnya.
5. Remisi Khusus Bersyarat
Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan
anak pidana yang pada saat hari raya keagamaanya berlangsung namun masa
pidana yang telah dijalaninya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian
remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata
narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran
disiplin dan dimasukkan ke dalam register F.
4. Narkoba
a. Pengertian Narkoba
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Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya.
Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh departemen
kesehatan republic Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari
narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi
kesehatan dan rehabilitasi.
Semua istilah ini, baik “narkoba” ataupun “napza”, mengacu pada
kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.
Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa – senyawa
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau
obat – obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan
akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.
1. Definisi narkotika (psikotropika) secara Etimologi Narkotika (psikotropika)
dalam istilah bahas Arab disebut Al- Mukhaddirat. Maknanya menunjukkan
kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan. Diambil dari kata
Al-khidr yang bermakna tirai yang terjurai disudut ruangan seorang gadis.
Kemudian kata tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang dipakai untuk
menirai rumah. Dapat juga diambil dari kata “Al-khadar” yang bermakna
kemalasan dan kelemahan. Al khaadir bermakna orang yang lemah dan malas.
Berasal dari timbangan kata kerja Khadira satu timbangan dengan kata kerja
Fariha yang bermakna ia ditimpa rasa malas dan lesu. Dalam bahasa arab sering
didengar ungkapan “khadira Al-’adhwu” yang bermakna tubuhnya diserang rasa
lesu hingga tidak mampu melakukan aktifitas. Diantara ungkapan yang biasa
digunakan adalah Khadira jismuhu (tubuhnya tiada bertenaga), Khadira yadaahu
au rijluhu (kedua tangan dan kakinya tiada berdaya). Mukhadirat (narkoba)
adalah sejenis obat – obatan yang dapat menyebabkan pemakainya baik hewan
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maupun manusia hilang ingatan sesuai dengan dosis yang digunakan. Contohnya
ganja, opium, dan berbagai macam obat – obat psikoterapika lainnya.
Sementara Al- ‘aqaaqir (drugs) adalah bentuk jamak dari kata ‘Aqaar.
Definisi ilmiahnya adalah jenis obat – obatan yang terkomposisi dari bahan –
bahan kimia yang dapat memberikan efek terhadap tubuh atau fungsi tubuh
pemakainnya.
Menurut Masruhi Sudiro, narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya
disebut narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada
umumnya bersifat :
a. Membius (menurunkan kesadaran)
b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktifitas)
c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, defendence)
d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)
Dilihat dari arti bahasanya dapat disimpulkan bahwa narkoba identic
dengan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh
lainnya. Setelah mengenal asal kata mukhaddirat (narkoba) dalam literature
bahasa arab. Dapatlah kita ketahui bahwa narkoba adalah segala sesuatu yang
dapat menimbulkan rasa malas, lesu dan lemah pada tubuh akibat pemakainnya.
Kata “narkotika” sendiri juga mengesankan makna “sesuatu yang terselebung dan
tertutup”.30
2. Narkotika (psikoterapika) secara Literal
Obat psikotropika terbuat dari sejenis tumbuh – tumbuhan atau bahan –
bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal dan anggota tubuh
30 Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag., M.Pd. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan
Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. 2012. (Makassar: Alauddin
University Press). Hal 102
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pemakainnya. Tubuh si pemakai akan menjadi lemas dan lemah tidak berdaya/
bertenaga, aktifitas tubuhnya menjadi lumpuh, hilang ingatan seperti orang
mabuk.
Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila
dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin
meningkat, mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.31
Pengertian narkoba menurut pakar psikologi adalah zat kimia yang dapat
mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana, hati serta perilaku
jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup,
suntik, intravena, dan lain sebagaianya.
Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau
obat – obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan
akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.
Dalam tinjauan kedokteran narkotika adalah jenis obat – obatan yang
bersifat natural atau sintesis yang mengandung berbagai unsur kimia yang
berfungsi sebagai penenang atau perangsang. Apabila jenis obat – obatan ini
dikomsumsi tanpa petunjuk dokter akan mengakibatkan kecanduan, dan dapat
menimbulkan mudharat bagi si pemakai dan masyarakat.
Narkotika menurut tinjauan ilmiah adalah jenis obat – obatan dari bahan –
bahan kimia yang dapat membangkitkan rasa kantuk atau membuat pemakai
31 Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian
Sosiologi Hukum. 2004. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 5
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tertidur dan membuatnya hilang kesadaran disertai hilang rasa sakit. Obat bius
adalah istilah khusus bagi “narcotic” (narkotika) yang berasal dari bahasa latin,
yaitu “narkosis” artinya adalah sesuatu yang membius atau yang menyebabkan
pemakainya terbius.
Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 1982,
mendefinisikan bahwa narkoba adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh,
baik berupa zat padat, cair maupun gas yang dapat merubah fungsi atau struktur
tubuh secara fisik dan psikis, tidak termasuk makanan, air, oksigen yang
dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal.
3. Narkotika (Psikotropika) Menurut Undang – Undang
Menurut Undang – Undang, obat – obat psikotropika adalah sejenis candu
yang dapat merusak syaraf sentral. Undang – undang telah melarang
pemakainnya, demikian pula bagi yang menanam dan memproduksikannya
kecuali untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan undang – undang dan hanya
boleh dipakai jika telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.
Lembaga – lembaga internasional belum memberikan definisi yang jelas
mengenai obat – obat terlarang, sebab sangat sulit untuk memberikan suatu
batasan yang universal dan konkrit dalam hal tersebut. Pasalnya mayoritas obat –
obat terlarang, seperti opium, kokain, dan berbagai jenis obat – obat psikotropika
lainnya yang bisa membuat pemakainnya tidak sadar diri, jika dikomsumsi tanpa
dosis yang tepat akan membuat si pemakai akan kehilangan stamina tubuh dan
kehilangan keseimbangan jiwa, membuat seseorang ketagihan dan akhirnya
menjadi pecandu narkoba.
Beberapa jenis obat – obat psikotropika lainnya, seperti ganja, hanya
membuat si pemakai ketagihan atau tergila – gila, dan sangat sulit untuk
disembuhkan, lecuali dengan tekad yang kuat untuk sembuh dan bersedia untuk
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diterapi. Oleh sebab itu, The Singel Convention On Narcotic drugs (SCND) tidak
memberikan batasan yang jelas mengenai obat terlarang. Cukup dengan
menyebutkan jenis – jenisnya yang bervariasi dan disesuaikan dengan bahaya
yang ditimbulkan. Konvensi internasional itu telah membuat kategori bagi tiap
jenis obat psikotropika dalam sebuah daftar yang terbagi atas empat kategori.
Dimulai dari jenis yang paling berbahaya pada kolom pertama dan seterusnya.
Masing – masing Negara berhak menentukan jenis paling berbahaya bagi
negaranya dan juga berhak menambah jenis obat psikotropika lain yang tidak
tercantum dalam daftar. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis
obat psikotropika yang dapat menyebabkan pemakaianya hilang kesadaran sangat
banyak, bergantung pada komposisi dan jenisnya. Dengan demikian kita dapat
mengenalinya dengan mudah berbagai jenis obat bius dan pil –pil berbahaya.
Secara rinci narkoba menurut Peraturan Perundang – Undangan :32
a. Mabuk –mabukan atau minum minuman keras
1) Membeli minuman keras untuk diminum sendiri/ diberikan kepada orang lain
secara disengaja, dengan/tanpa ancaman kekerasan dan mengakibatkan mabuk,
melanggar KUHP Pasal 300, dapat dikenai pidana penjara selama – lamanya satu
tahun.
2) Mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, mengganggu
ketertiban/mengancam keselamatan orang lain, melanggar pasal 492 KUHP dan
dipidana kurungan 6 hari atau denda.
b. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri/orang lain
1) Narkotika dan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan (UU Narkotika Pasal 4UU
Psikotropika)
32 Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag., M.Pd. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan
Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Hal 106-109
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2) Barangsiapa tanpa hak dan melawan Hukum menggunakan narkotika
golongan 1 bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama empat tahun, golongan
2 dua tahun, dan golongan III satu tahun (UU Narkotika Pasal 85)
3) Barangsiapa menggunakan (kecuali untuk tujuan ilmu pengetahuan)
psikotropika golongan I di luar ketentuan hukum dapat di pidana 4-15 tahun
penjara dan denda 15 juta sampai 750 juta rupiah (UU Psikotropika Pasal 59)
4) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap
orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, di
pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah;
golongan II sepuluh tahun penjara dan denda 500 juta rupiah; golongan III lima
tahun denda 250 juta rupiah (UU Narkotika Pasal 84
5) Pengguna psikotropika yang menggunakan, memiliki, atau menyimpan
psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan/ atau perawatan harus memiliki
bukti bahwa hal itu diperoleh secara sah (Pasal 36)
6) Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan
psikotropika secara tidak sah dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 20 juta rupiah (Pasal 64)
c. Kewajiban menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika
(UU NO. 22/1997 tentang narkotika)
1) Pecandu cukup umur dan orang tua/wali pecandu belum cukup umur wajib
melaporkan diri/dilaporkan keluarganya pada pejabat yang ditunjuk pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 88 ayat 1)
2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarganya yang sengaja
tidak melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dapat
dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 6 bulan/denda paling banyak 2 juta
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rupiah bagi pecandu, dan pidana kurungan paling lama tiga bulan/denda paling
banyak 1 juta rupiah bagi keluarganya (Pasal 88 ayat 2)
3) Orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang dengan sengaja tidak
melaporkan, dipidana penjara paling lama 6 bulan/denda paling banyak 1 juta
rupiah (86 ayat 1)
d. Memproduksi dan mengedarkan narkoba
1) Memproduksi atau menggunakan dalam produksi, mengedarkan, mengimpor,
memiliki, menyimpan psikotropika golongan I dapat dipidana penjara 4-15 tahun,
dan denda 150-170 juta rupiah (UU Psikotropika Pasal 59)
2) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan/menguasai narkotika dalam bentuk tanaman/ bukan
tanaman, memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengonversi,
merakit/menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransit,
mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi, perantara, dalam jual beli, atau
menukar narkotika golongan I, diancam hukuman penjara 4 tahun, hukuman mati
atau penjara seumur hidup, dan denda 100 juta – 5 miliar rupiah (UU Narkotika
Pasal 78,80,81, dan 82). Selengkapnya Undang – Undang narkotika dapat dilihat
pada lampiran tulisan ini.
Dalam Al-Qur’an maupun sunnah tidak pernah disebutkan haramnya
narkotika dan minuan keras lainnya khamr. Akan tetapi, jumhur ulama
menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskannya dengan khamr yang
ditetapkanya keharamanya berdasarkan Ayat Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat
90:33
33 Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag., M.Pd. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan
Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Hal 197
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ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻤﱠِﻧإ ْآُﻮﻨَﻣاَء ُﺮۡﻤَﺨۡﻟٱ َو ُﺮِﺴۡﯿَﻤۡﻟٱ َو ُبﺎَﺼَﻧۡﻷٱ َو ُﻢ َٰﻟَۡزۡﻷٱ ۡﻦ ِّﻣ ٞﺲۡﺟِر
 ِﻞَﻤَﻋ ِﻦ َٰﻄۡﯿﱠﺸﻟٱ َﻓ ُهُﻮﺒَِﻨﺘۡﺟﭑ َنﻮُﺤِﻠُۡﻔﺗ ۡﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ٩٠
Terjemahanya:
90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.
Dari ayat di atas menyatakan bahwa larangan untuk meminum khamar,
karena meminum khamar termasuk perbuatan keji. Begitu pula dalam hadits nabi
riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:34
 ٌماَﺮَﺣ ٍﺮْﻤَﺧ ﱡﻞُﻛَو ، ٌﺮْﻤَﺧ ٍﺮِﻜْﺴُﻣ ﱡﻞُﻛ
Terjemahanya:
“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah
haram.” (HR. Muslim)
Pada hadits ini nabi menyamakan kedudukan hukum setiap minuman keras
sebagai haram, tidak terbatas pada yang terbuat dari anggur, kurma, tin, madu dan
lain-lainnya. Begitu pula narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) pada
prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan maka akan memberi pengaruh
negative yang amat besar bagi jasmani maupun rohani pemakainya. Dari
pengertian tersebut dapat diketahui bahwa zat narkotika yang apabila dikomsumsi
dapat mengakibatkan kemabukan dapat dikategorikan sebagai haram.
Dengan adanya undang – undang tersebut dan pelaksanaan hukuman yang
adil dan jujur, termasuk hukuman mati, pemakai dan pengedar narkoba akan
berfikir seribu kali untuk bersentuhan dengan narkoba. Karena bila itu dilakukan,
pintu penjara siap menanti. Namun selain Undang – Undan g diperlukan juga
sikap tegas dan jangan pandang bulu para penegak hukum (jaksa, hakim, polisi)
demi tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat.
34 Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag., M.Pd. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan
Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Hal 199
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b. Jenis – Jenis Narkoba
Narkoba seperti yang telah diterangkan pada sebelumnya merupakan
istilah singkatan dari narkotika dan obat – obat berbahaya, yang sering pula
disebut NAZA (Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif)
Untuk memperjelas mengenai jenis – jenis dari obat – obat berbahaya tersebut,
dibawah ini akan dijelaskan satu persatu:
1. Narkotika menurut keterangan UU RI No. 22/1977, adalah zat atau obat yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ini, juga
dapatmenghilangkan rasa atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan
dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan yang termasuk narkotika antara
lain: Heroin (putauw), Kokain, Ganja, Morfin, Petidin, Kodein.
Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti
obat bius. Secara umum narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran
(anestik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia
pengobatan, senyawa ini di gunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai
membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu
operasi berlangsung.
Narkotika merupakan semua bahan obat yang mempunyai efek kerja, pada
umumnya bersifat:35
a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang),
b. Merangsang (semangat aktivitas) atau disebut dopping,
c. Ketaguhan (ketergantungan) untuk terus menggunakannya,
d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)
35 Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H. Dkk. Tindak Pidana Narkotika. Cet ke-2. 2005.
(Bogor: Ghalia Indonesia). Hal 17
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Jika jenis-jenis obat narkotika disalahgunakan untuk tujuan diluar
pengobatan, maka akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga si pemakai berfikir,
berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Efek kecanduan menyebabkan
pemakaiannya sulit dikontrol. Setelah ketagihan akan sampai pada tingkat yang
paling parah yaitu ketagihan.
Dalam undang-undang dan penjelasannya disebutkan bahwa narkotika
dibedakan ke dalam 3 golongan sebagai berikut:
a. Narkotika golongan I
Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dan
bukan untuk terapi, mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan
ketergantungan. Contoh : Opiat (heroin, putau, candu), Ganja (kanabis,
mariyuana, hasis) dan Koikain.
b. Narkotika golongan II
Narkotika yang berhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: morfin, pethidin.
c. Narkotika golongan III
Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan
ketergantungan. Contoh: codein.
1) Psikotropika
Psikotropika berasal dari kata psiko yang berarti psikis atau kejiwaan, dan
tropika yang berarti pusat atau sentral. Psikotropika merupakan senyawa obat
yang bekerja sentral pada pusat system saraf dan otak dan mampu mempengaruhi
fungsi psikis/mental. Kehadiran obat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan
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pengobatan. Dalam kedokteran, psikotropika dipakai sebagai obat penenang bagi
pasien stress kejiwaan dan obat untuk menurunkan ketegangan.
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf
pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
Tujuan undang-undang narkotika dan psikotropika adalah menjamin
ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan
dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.36
Menurut penjelasan undang-undang, psikotropokia dibedakan dalam 4
golongan, sebagai berikut:
a. Psikotropika golongan I
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan
sindroma ketergantungan. Contoh: ekstasi,dan LSD.
b. Psikotropika golongan II
Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma
ketergantungan. Contoh: amphetamine, metilfenidat, Ritalin.
c. Psikotropika golongan III
Psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang kuat
mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: pentobarbital, flunitrazepan.
d. Psikotropika golongan IV
36 Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian
Sosiologi Hukum. 2004. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 109
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Psikotopika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan sangat luas
digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: pil koplo, MG,
pil BK, dum, pil Nipam.
2) Zat adiktif
Zat adiktif adalah suatu zat atau obat yang berpotensi menimbulkan
ketergantungan. Adiktif artinya menyebabkan ketergantungan secara psikis, yaitu
orang yang menggunakan zat ini akan tergantung hidupnya pada zat tersebut. Jaid
zat adiktif dapat diartikan sebagai bahan lain selain narkotik dan psikotropika
yang penggunaanya dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis
(kejiwaan) maupun fisik.
5. Lembaga Pemasyarakatan
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering
disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan suatu pembinaan
narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis dijajaran Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan
bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga
pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari
system pemidanaan dalam system peradilan pidana.37
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui
37 C. Djisman Samosir, SH., MH., Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan.
(Bandung: Nuansa Aulia) Hal. 128
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pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut,
maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan
dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai
pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:38
Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses
peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah
semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam-macam harapan dan
tujuan dari system peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses
pemidanaan mulai dari lembaga kepolosian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan
dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan
pemasyarakatan.
Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan
mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana terpadu
dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan
pemidanaan. Menurut Muladi tujuan pemidanaan pencegahan umum dan khusus
masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan
individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas
seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan
tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbalan.
b. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan
Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan menitik
beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk
menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai
anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan
38 Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet. II. Hal 167
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nilai yang berlaku didalam masyarakat. Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga
pemasyarakatan sebagai berikut:39
1. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit
pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertangung
jawab Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai
berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan
social, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban, melakukan ata usaha dan rumah tangga.
Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.
PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan
diklasifikasikan dalam 3 kelas sebagai berikut:
1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
3) Lembaga Pemaysrakatan (Lapas) Kelas II B
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan
kegiatan kerja. Lemabag Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM
RI adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung,
merawat dan membina narapidana.
c. Sistem Pemasyarakatan Indonesia
Penerapan pidana penjara dengan system pemasyarakatan telah
dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluangkan didalam piagam
pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Jakarta yang merupakan
amanat dari Presiden. Tetapi peraturan yang digunakan adalah reglement penjara
39 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
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1917 warisan colonial dengan system kepenjaraan yang masih berasaskan pada
pembalasan, padahal perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Konfrensi Dinas para pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964
yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan
dengan system pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah
tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.
Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap
pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan nama kepenjaraan menjadi
pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat presiden tersebut disusnlah
suatu pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal
27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Selanjutnya sambutan
Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal
Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk
bimbingan dan pembinaan system pemasyarakatan yang sudah di rumuskan dalam
konfrensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, sebagai
berikut:40
1. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai
warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan
membimbing.
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari
pada sebelum ia masuk lembaga.
40 Dwidya Priatno. System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3 hal 98
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5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan
kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja,
pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun
ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan hambatan system
pemasyarakatan
Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan
yang beriorentasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan
narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab.
6. Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Hak Asasi Manusia
Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan
bangsa-bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada
setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala
sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, tanpa hak itu eksistensinya
sebagai manusia akan hilang.
Senanda dengan pengertian diatas adalah pernyataan awal Hak Asasi
Manusia (HAM) yang dikemukakan menurut John Locke HAM adalah hak-hak
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yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang
kodrati. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah separangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh Negara, Hukum , Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.41
Maritain dalam bukunya yang berjudul Human Rights and Narutal Law
mengemukakan konsepsi sosial harus dibangun berdasarkan empat ciri khas
utama sebagai berikut:42
1. Personal, artinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang-
orang (persons) yang bermartabat;
2. Komunal, artinya secara alami orang cenderung kepada suatu masyarakat
(community) yang harus menganggap kebaikan bersama lebih agung dari
pada kebaikan individu yang syaratnya tidak dapat membenarkan
pelanggaran hak-hak dari masing-masing orang;
3. pluralis, artinya martabat dari pribadi manusia hanya dapat dikembangkan
kedalam suatu pluralitas dari masyarakat yang otonomi besar.
4. Theis, artinya dalam setiap anggota masyarakat harus percaya kepada
Tuhan yang menjadi prinsip dan tujuan pribadi manusia juga sumber
utama dari hukum alami. Dalam artian Tuhan dapat dikatakan sebagai
sumber utama dari masyarakat dan wewenang politik dikalangan manusia.
41 A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Cet. Ke 5. 2010 (Jakarta: Prenada Media
Group). Hal 148
42 Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH., Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan
Hukum Pidana Internasional (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). Hal.11
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Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat
oleh siapa pun. Ada berbagai macam hak asasi manusia secara garis besar, hak-
hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 (enam) macam sebagai berikut:43
1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
Hak Asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh
hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.
a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
c. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan
kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik/Political Rights
Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak
asasi politik ini sebagai berikut:
a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
b. Hak ikut seta dalam kegiatan pemerintahan.
c. Hak membuat atau mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang
berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi
hukum sebagai berikut:
a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
b. Hak untuk menjadi pegawai-pegawai sipil (PNS)
43 Dr. Fadli Andi Natsir, SH.,MH. Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2014.(Makassar:
Bahan Power Point Kuliah). Hal 4-6
53
c. Hak mendapat layanan dan perlindungan Hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rights
Hak yang berhubungan dengan perekonomian. Contoh hak-hak asasi
ekonomi ini sebagai berikut:
a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang-piutang.
d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan/Prodecural Rights
Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak
asasi peradilan ini sebagai berikut:
a. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan
b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan
penyelidikan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights
Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak
asasi social budaya sebagai berikut:
a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
b. Hak mendapatkan pengajaran.
c. Hak untuk mengembankan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
b. HAM Perspektif Barat
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan
piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk social ekonomi
perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi
hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya di mulai pada bulan
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Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian,
tanggal 10 Desember 1948 Sidang  Umum PBB yang diselenggarakan di Istana
Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau pernyataan Sedunia
tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 Pasal. Dari 58 Negara yang
terwakil dalam siding umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8
Negara abstain, dan 2 Negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10
Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.44
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776,
suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara
bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung
pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh
Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup,
kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.”45
Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika
sebagai Negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia
dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu
memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa Presiden Thomas
Jefferson. Presiden Amerika Serikat yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi
manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.
Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang
diucapkannya di depan kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni:46
44 Majda El-muhtaj, M. Hum. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.cet ke-4.
2012(Kencana Prenada Media Group). hal. 51
45 R. Wiyono, SH Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, edisi kedua (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group). hal. 11
46 Majda El-muhtaj, M. Hum. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.cet ke-4.
2012(Kencana Prenada Media Group). hal. 51
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1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and
expression).
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya
(freedom of religion)
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
Sedangkan perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam
suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Hak asasi yang tersimpul dalam
deklarasi itu antara lain:47
1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2. Manusia mempunyai hak yang sama.
3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan
serta pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-
undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat
10. Adanya kemerdekaan bersifat dan berkumpul
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan
kerajinan.
12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
47 Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM
di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup). hal. 14.
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14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.
Sebagai sebuah proses dialektika, pemikiran HAM akhirnya memasuki
tahap penyempurnaan sampai munculnya generasi HAM keempat yang
mengkritik peran Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang
terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negative
seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi
keempat HAM ini dipelopori oleh Negara-negara kawasan asia yang pada tahun
1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan Declaration Of The Basic
Duties Of Asia People And Government
c. HAM Perspektif Islam
Konsep Islam tentang HAM berpijak pada Tauhid, yang pada dasarnya di
dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun
Nasution disebut sebagai ide perkemaklukan.48ide perikemakhlukan memuat nilai-
nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna
bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenangnya terhadap sesame makhluk
termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Berdasrkan tingkatnya, islam
mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu:
1. Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang
eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaanya, misalnya mati.
2. Hak Hajy (hak sekunder), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan
berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk
memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya
hak hidup.
48 Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM
di Indonesia. hal. 16.
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3. Hak Tahsiny, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan
sekunder.
Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul. Tepatnya,
Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan islam. Di samping nilai-nilai
dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran islam, yakni Al-
Qur’an dan Hadist, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak
sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian piagam Madinah
yang dilanjutkan dengan deklarasi kairo.
Dalam piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang
berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun
mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dan non
muslim didasarkan pada prinsip:49
a. Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga;
b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
c. Membela mereka yang teraniaya;
d. Saling menasehati
e. Menghormati kebebasan beragama.
Islam sejak jauh-jauh hari mengajarakan bahwa pandangan Allah semua
manusia adalah sama, yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran
moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “nilai ketaqwaannya”. Apalagi,
manusia diciptakan untuk merepresentasikan dalam melaksnakan ajaran Allah di
muka bumi, sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM.
49 Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, Fiqh HAM.
2015(Malang: Setara Press) hal. 12
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research, Field
research yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian terhadap Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi
tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data,
informasi dan dokumen yang dibutuhkan.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan dengan
melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melihat dan mempertimbangkan
peraturan-peraturan terkait dengan pemberian remisi diantaranya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
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Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
2. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul
dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauhmana implementasi
ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam
suatu masyarakat.
C. Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di
lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan cara inteview yaitu berarti kegiatan
terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan
pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh
dengan berbagai cara yaitu:
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung.47 Dalam hal ini hal ini penulis mewawancarai Petugas dan Warga
47Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),
h.58
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Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
Kabupaten Gowa.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala yang diteliti.48 Dalam hal ini hal ini penulis melakukan observasi di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.49 Dalam hal ini hal ini penulis melakukan dokumentasi di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori,
atau pokok permasalahan tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan analisis yang
dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,
dan mengorganisasi data terkait penerapan pembinaan terhadap narapidana
narkoba berdasarka aturan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan cara sedemikian
rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
Penulis dalam hal ini akan menggunakan tekhnik penyajian data dalam bentuk
tabel frekuansi
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang
direduksi dan disajikan .
48Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.54
49Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.73
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Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis
konseptual dan teoretik.
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BAB IV
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Aturan Pembinaan Melalui Pembinaan Remisi Terhadap Narapidana
Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A
Sungguminasa
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa di bentuk
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.03 Tahun
2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika
(Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa).
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368
orang dengan penghuni saat ini berjumlah 594 orang (pertanggal 4 Februari
2017), terletak di jalan Lembaga desa Timbuseng kecamatan Pattalasang
kabupaten Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa
berdiri diatas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, dengan Luas Tembok Keliling
110 x 80,5 meter persegi, dibangun dalam empat tahap mulai tahun 2003 sampai
dengan 2006. Mulai beroperasional melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sejak tanggal 2 Agustus 2007.
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa didesain sedemikian
rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan
mencoba menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang berkombinasi
dengan protaf. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas ruang
perkantoran, gedung blok / kamar hunian yang terdiri atas:
1. Blok A bawah dan A atas
2. Blok B  bawah dan B atas
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3. Blok C1 bawah dan C atas
4. Klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja,masjid  dan dapur
Adapun  visi,  misi,  tujuan,  fungsi  dan  sasaran  dari  Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa adalah sebagai berikut:
Visi : Terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP yang bebas
HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba
Misi :
1. Melaksanakan perawatan kesehatan;
2. Melaksanakan bimbingan rohani dan hokum;
3. Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi social;
4. Membangun kemitraan;
Tujuan :
1. Meningkatkan penegakan hokum;
2. Pembentukan mental jasmani/rohani WBP;
3. Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
4. Meningkatkan kualitas hidup Odha;
5. Mengembangkan metode treatment, terapy rehabilitasi dan security
narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Sungguminasa.
Fungsi :
1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika;
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik
kasus narkotika;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian;
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4. Melakukan  pemeliharaan  keamanan  tatib  dan  urusan tata usaha dan
rumah tangga.
Sasaran (Umum) :
1. Meningkatnya kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya kualitas intelektual.
3. Meningkatnya kualitas sikap dan prilaku.
4. Meningkatnya kualitas profesionalisme.
5. Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
Sasaran (Khusus):
1. Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas.
2. Angka  pelarian  dan  gangguan  kamtib  minim  (bahkan tidak ada).
3. Jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya meningkat.
4. Menurunnya jumlah residivis.
5. Persentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama
dengan dimasyarakat.
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia.
7. Lembaga Pemasyarakatan selalu dalam kondisi bersih dan terpelihara.
8. Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat umum.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana
(napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa
juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada
dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.
Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di
lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu
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lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali
digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian
ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin
didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-
angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan
konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga,
dan lingkungannya.1 Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan
dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan
saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan
pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas
yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial
lain yang dapat dikenakan pidana.
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak
pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman,
tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga
1 Dwidya Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3. hal. 80
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Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-
masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak
tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.2
Pemberian remisi terhadap narapidana bagi tindak pidana narkotika pada
umumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
Namun dalam perkembangannya remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakataan. Perubahan tersebut
tidak hanya terkait dengan remisi tetapi juga pada asimilasi, cuti menjelang bebas
dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan
diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana.
LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi)
agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak
mengulangi perbuatannya lagi. LAPAS yang dulunya disebut penjara telah
mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap
narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan
masyarakat.3 Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari
2 C. Djisman Samosir, SH., MH., Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan. hal.
128
3 Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet.II.  hal. 167
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sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan
pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak-
hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan
merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana
berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.
Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem
pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:4
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat
dari pada sebelum dijatuhi pidana.
e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik
harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh
bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja,
pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan
yang menunjang usaha peningkatan produksi.
g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik
harus berdasarkan pancasila.
h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah
manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
4 Dwidya Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3 (Bandung:
Refika Aditama). hal. 120
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i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan
sebagai salah satu derita yang dialaminya.
j. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi
rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada
salahsatu petugas Lapas Kelas II A sungguminasa bapak Dian selaku staf bagian
Pembinaan, pola pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan kelas
II A Sungguminasa terhadap narapidana narkotika adalah berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan narapidana dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni:
(1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi, Pembinaan kesadaran beragama,
Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual,
Pembinaan kesadaran hukum, dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat. (2) Pembinaan kemandirian diberikan melalui program keterampilan
untuk mendukung usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha industri
kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana
masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau
kegiatan pertanian (perkebunan).5
Pembinaan tersebut memberi kesempatan untuk mengembangkan aspek-
aspek pribadi yang ada pada diri narapidana yang bersifat seluas-luasnya.
Prinsipnya pola pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
5 Dian, Wawancara, Staf Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017.
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narapidana / tahanan sebagai peraturan pelaksananya, namun pelaksanaannya
tidak optimal dilakukan oleh petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan
narkotika dan di samping itu juga karena adanya akibat over capacity atau
kelebihan penghuni, serta kekurangan petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan
narkotika, maka pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika menjadi
tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di
dalamnya.
Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lapas
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, yang keseluruhannya merupakan terpidana
tindak pidana akan penyalahgunaan narkotika sama dengan pembinaan pada
umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur
di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang
pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap
awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. Sebagai dasar pembinaan
dari sistem pemasyarakatan adalah Sepuluh
Prinsip Pemasyarakatan, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-
prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan seperti yang dikemukakan pada sub bab
mengenai sistem pembinaan.
Untuk lebih memperjelas Tahapan  Pembinaan Narapidana yakni :6
1. Tahap pertama
6 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017.
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Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan
penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-
sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang
dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si
korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani
perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa
pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan
perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,
waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana
sampai dengan 6 bulan hingga 12 bulan masa hukuman pidananya. Pemidanaan
pada tahap ini masih  dilakukan  dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan
secara maksimum.
2. Tahap kedua.
Jika  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  bersangkutan telah
berlangsung selama- lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut
Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain
menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib
yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan
kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan
medium security.
3. Tahap ketiga
Jika  proses pembinaan  terhadap  narapidana  telah  dijalani  ½  dari masa pidana
yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup
kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka
wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya
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terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal
sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan
masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap
medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama
sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah
memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.
4. Tahap Keempat
Jika proses pembinaan  telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang
sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan
tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi
yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa
hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap
narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau
pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas
yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
Selanjutnya untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum atau
perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar
masyarakat yang menjadi target keberlakuan undang-undang tersebut menaati
atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari pola prilaku
masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat dalam hal ini narapidana atau warga
binaan pemasyarakatan (WBP) dan bagaimana pengetahuan narapidana tentang
perundang-undangan tersebut.
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Sifat atau jenis ketaatan menurut H.C Kelman ada tiga, yaitu:7
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan  yang  bersifat Internalization, yaitu  jika  seseorang  taat terhadap
suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai
inrinsik yang dianutnya;
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum
hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi,
maka derajad ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang
terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang besifat Internalization, yang
ketaatanya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik
yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.
Setelah melihat pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika, maka pola pembinaan tersebut sesuai dengan teori-teori tentang
pemidanaan yang sebagaimana telah diutarakan sebelumnya dalam kerangka teori.
Jadi teori yang dipergunakan dalam pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika adalah teori Pencegahan dan Teori Rehabilitasi. Maksudnya teori
pencegahan sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarkatan Narkotika karena penjatuhan hukuman bagi para narapidana
sebagai upaya membuat efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya
kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya, walaupun masih tetap
saja ada yang melakukan pengulangan tetapi masih dalam tingkat yang wajar. Dan
7 Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet.II.  hal. 175
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hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kelebihan penghuni dan kekurangan
petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
Sedangkan maksud teori Rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan narkotika karena memang penempatan
seseorang yang dikatakan sebagai narapidana di tempat tertentu yang dalam hal
ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dengan maksud membatasi kemerdekaan
seseorang yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berprilaku
wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di
masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak
kejahatan atau Narapidana.
Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dengan melaksanakan hak-hak narapidana
sesuai dengan yang diatur dalam   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1995
Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak
narapidana mencakup:8
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b) Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani.
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
e) Menyampaikan keluhan.
f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang.
g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8 Undang-Undang   Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1
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h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya.
i) Mendapat pengurangan masa pidana.
j) Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga.
k) Mendapat pembebasan bersyarat.
l) Mendapat cuti menjelang bebas.
m)Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pengurangan masa pidana atau remisi merupakan salah satu bagian dari
fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang
lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang
bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan,
agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan
Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah
mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat
berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.
Pemberian remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana dan anak
pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dengan adil
tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan
ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Dian staf bagian pembinaan
mengatakan bahwa prosedur untuk mengajukan remisi adalah sebagai berikut:9
9 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
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a. Remisi Umum:
1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang – Undangan
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara,
atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi
diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi
mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
3. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh
Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang –
undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.
b. Remisi Susulan:
1. Remisi Susulan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana
yang belum pernah menerima remisi.
2. Pengusulan Remisi Susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga
Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang
Rumah Tahanan Negara.
3. Pengusulan Remisi Khusus dilakukan dengan mengisi formulir Remisi
Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02
Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
4. Usulan Remisi Susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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5. Keputusan Kantor Wilayah tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.
6. Remisi Susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk lebih jelasnya diterangkan sebagai berikut:
a. Pemberian Remisi Umum
Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan
baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan di Lembaga
Pemasyarakatan. Adapun ketentuan lain yang diatur dalam pasal 34 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksnaan Hak
Warga Binaan pemasyarakatan yang pada saat sekarang ini isi pasalnya terdapat
perubahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
dan dipergunakan dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar yakni telah menjalani 1/3 (satu pertiga ) masa pidana bagi narapidana
yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor
Psikotropika. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum
yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa
pidananya. Pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
a. 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama 6
(enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
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b. 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua
belas) bulan atau lebih.
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
4. Pada tahun keempat dan kelima masing – masing diberikan remisi 5 (lima)
bulan.
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap
tahun.
Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk
menetapkan besarya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai
dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus, Untuk menghitung lamanya 1 (satu) bulan remisi adalah 30 hari.
10Dalam pemberian remisi umum kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan
dibagi lagi menjadi remisi umum sebagian dan remisi umum seluruhnya, dimana
remisi umum sebagian adalah remisi yang diberikan kepada warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan namun ia tetap masih menjalankan sisa
pidananya,sedangkan remisi umum seluruhnya adalah pemberian remisi dimana
banyaknya remisi yang diterima warga binaan menyelesaikan masa pidananya
sehingga ia langsung bebas.
Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala
Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, selambat – lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan.
Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.U.I untuk
remisi umum sebagian/pengurangan masa pidana dan formulir R.U.II untuk
remisi seluruhnya/pengurangan masa pidana sekaligus pembebasan. Setelah
10 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
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pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia lalu diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah
mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan pemberian remisi dengan
mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan
yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
b. Pemberian Remisi Khusus
Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga
binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada
lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar
keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas
IIA Sungguminasa dilaksanakan sebagai berikut :
1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
a. 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah
menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas)
bulan.
b. 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah
menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau
lebih.
3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15
(lima belas) hari.
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4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan
setiap tahun.
Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan
besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari
besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Sungguminasa. 11Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama,
maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama
yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Pengusulan remisi
khusus menggunakan formulir R.K.I untuk remisi khusus sebagian dan formulir
R.K.II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul
mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh
kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, selambat – lambatnya satu hari sebelum remisi
diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir
R.K. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia lalu diajukan kepada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan
pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke
Lembaga Pemasyarakatan. Namun pemberian remisinya diberikan pada saat,
sebagai berikut:
1) Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama
Islam.
2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
11 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
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3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama
Hindu.
4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama
Budha.
Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk
menetapkan besarnya  remisi  umum dihitung  sejak  tanggal  penahanan sampai
dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhitungan masa
menjalani pidana sebagai sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi
dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang di
anut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa
penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa
menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30
(tiga puluh) hari.
Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam
rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana
pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam
peraturan tersebut, ditegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan
pengurangan masa pidana (remisi); Pengaturan remisi pada Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:12
Pasal 34
(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyarat sebagai berikut:
12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Pasal 34, Pasal 34 A dan Pasal 35.
82
1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara
dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan
transnasional yang terorganisasi lainnya diberikan remisi apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Berkelakuan baik , dan
2. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana.
(4) Remisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan pada
narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan
melakukan perbuatan yang membantu lembaga permasyarakatan.
Pasal 34A
(1) Remisi narapidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Pasal 34
diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.
(2) Pemberian remisi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 34 ayat
(1) di tetapkan oleh keputusan Menteri.
Pasal 35
Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun  1999 tentang
Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaa Pemasyarakataan
pembatasan tersebut dilakukan khusus terhadap pelaku tindak pidana :
1. Untuk tindak pidana narkotika dan psikoterapika, ketentuan pemerintah ini
hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk pidana korupsi ketentuan pemerintah ini hanya berlaku dengan syarat-
syarat tertentu.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang
dilakukan, berikut data tiga tahun terakhir mengenai jumlah penghuni
narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa sebagai
berikut
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Tabel 1 : Jumlah Narapidana Yang Mendapat Remisi Di Lembaga
Permasyarakatan Di Klas II A Sungguminasa
Sumber data: Lapas di Klas IIA Sungguhminasa
Tabel 1 menunjukan mengenai :
1. 2014 Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada periode Tahun 2014
mengenai pengusulan remisi Umum 17 agustus yang diusulkan (369) orang
narapidana, yang mendapat remisi Khusus Hari raya (319) orang narapidana.
2. 2015 Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada periode Tahun 2015
mengenai pengusulan remisi Umum 17 agustus yang diusulkan (363) orang
narapidana, yang mendapat remisi Khusus Hari raya (335) orang narapidana.
3. 2016 Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada periode Tahun 2016
mengenai pengusulan remisi Umum 17 agustus yang diusulkan (403) orang
narapidana, yang mendapat remisi Khusus Hari raya (336) orang narapidana.
Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk
mendapat remisi umum ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana
tersebut diusulkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapatkan remisi.
Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk
Tahun Jumlah Remisi Remisi Khusus
Narapidana Umum (Hari Raya)
2014 497 369 319
2015 596 363 335
2016 602 403 336
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remisi umum sebagian/pengurangan masa pidana dan formulir R.B.II untuk
remisi seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.
Dari data tersebut dapat diamati bagaimana tren pemberian remisi bagi
tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa mengalami
fluktuasi. Tentu hal itu dipengaruhi oleh syarat atau tolok ukur dalam pemberian
remisi bagi para tahanan. Bapak Dian sebagai staf bagian pembinaan narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa mengatakan bahwa dasar
pemberian remisi tersebut adalah “Untuk pemberian remisi syarat yang
diberlakukan oleh lapas adalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 6
bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg. F, Membayar denda dan
uang pengganti jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah
nomor 99, Justice Collaboration dan asimilasi di tempat yang ditentukan jika
narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012.
Tahanan tidak sedang menjalani CB, Tahanan tidak sedang menjalani pidana
kurungan dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah
dieksekusi oleh jaksa”.13 Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal
34 PP Nomor 99 Tahhun 2012 yang berbunyi :14
(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dibuktikan dengan:
13 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Pasal 34.
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a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian
Remisi; dan
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh
LAPAS dengan predikat baik.
Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana relevansinya
dengan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012, persyaratan lain
juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi :15
“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 juga harus memenuhi persyaratan:
a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan
putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana korupsi; dan
c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta
menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme.”
Kemudian di katakana pula dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 21 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, Dan Cuti Bersyarat:16
15 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Pasal 34A.
16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
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Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika
serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hokum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dian
sebagai kepala bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas
IIA Kota Sungguminasa, pada tanggal 22 Mei 2017, beliau menyatakan bahwa
syarat umum seorang narapidana mendapatkan remisi yaitu telah menjalani masa
pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik.17
Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan mengenai
apa indikator menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lapas Klas II
Sungguminasa, beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan dengan Kepres No. 174
Tahun 1999 tentang Remisi dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang  Perubahan kedua atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun 1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara
Pelaksanaan  Hak  warga  Binaan Pemasyarakatan. 18
Penulis juga menanyakan bagaimana dengan pembatasan remisi yang
diberikan terhadap narapidana tindak pidana narkotika, beliau lanjut menjelaskan
bahwa salah satu syarat mendapatkan remisi bagi narapaidana narkotika yakni
telah menjalani masa rehabilitasi dan mendapatkan hasil assement sebagai
pertimbangan untuk mendapatkan remisi.19
17 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
18 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
19 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
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Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan data mengenai beberapa
narapidana yang pernah mendapatkan remisi yaitu:
1. Nama : Haidir
Usia : 21 Tahun
Hukuman : 4 Tahun
2. Nama : Reza
Usia : 25 Tahun
Hukuman : 4 Tahun 1 bulan
3. Nama : Asbar
Usia : 21 Tahun
Hukuman : 4 Tahun 2 Bulan
4. Nama : Wandi
Usia :20 Tahun
Hukuman : 1Tahun 7 Bulan
5. Nama : Supriadi
Usia : 35 Tahun
Hukuman :4 Tahun 1 Bulan
Bagi Narapidana Narkoba, pemberian remisi hanya berlaku untuk
Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,”
bunyi Pasal 34A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
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”Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Remisi
diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (tadinya hanya Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan).” Pasal 34C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini
juga menegaskan, Menteri Kehakiman dapat memberikan Remisi kepada Anak
Narapidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terkait terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang
berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dipidana dengan masa
pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau
menderita sakit berkepanjangan.”
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa pemberian remisi terhadap narapidana bagi tindak pidana narkotika pada
umumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
Namun dalam perkembangannya remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata
cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan perubahan tersebut tidak
hanya terkait dengan remisi tapi juga dengan asimilasi, cuti menjelang bebas dan
bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dimana pemberian
remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri
atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus.
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B. Efektivitas Pemberian Remisi Dalam Menekan Angka Ketergantungan
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa.
Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud
dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut
serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan
perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi
semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.
Dalam istilah hukum positif Pengertian pengulangan tindak pidana
(residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia
melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.4 Artinya,
pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan
keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama
Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:
1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah
dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang
dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.
Pengertian sehari-hari bahwa seorang residivis adalah seorang yang telah
melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan.
Menurut Satochid Kartanegara residive adalah apabila seseorang melakukan
beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan
tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman.
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Ada 2 (dua) arti residivis yaitu menurut masyarakat (sosial), dan dalam arti
hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap
orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak
pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.
Tetapi residivis dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat
pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana,
tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pada
21 umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa residive tersebut masih dapat
digolongkan dalam beberapa bagian. Oleh karenanya apabila suatu tindak pidana
dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana
pengulangan.
TABEL 2
Data Jumlah Residivis Penyalahgunaan Narkotika
Terhitung Juli 2015 - Desember 2016
NO TAHUN BULAN RESIDIVIS
BUKAN
RESIDIVIS
TOTAL
PENGHUNI TIAP
BULAN
1 2015
Januari 30 283 313
Februari 28 288 316
Maret 32 284 316
April 30 299 329
Mei 29 288 317
Juni 31 273 304
Juli 29 281 310
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Agustus 30 299 329
September 30 308 338
Oktober 47 410 457
November 40 435 475
Desember 42 442 484
2 2016
Januari 41 442 483
February 39 460 499
Maret 40 450 490
April 39 497 536
Mei 39 534 573
Juni 37 547 584
Juli 36 582 618
Agustus 36 553 589
September 34 582 616
Oktober 32 605 637
November 32 592 624
Desember 30 567 597
Sumber : Lapas Klas II A Sungguminasa
Berdasarkan data residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa mulai bulan Juli 2015 s/d Desember
2016 yang peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan
bahwa proses pemidanaannya sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya
tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa menjadi pelaku penyalahguna
narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap
menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.
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Berbicara masalah keefektifan pemberian remisi tentu tak terbatas hanya
pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa
pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana
maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga
pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu
lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga
pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari
sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga
pemasyarakatan narkotika memiliki tugas penting untuk menangani.
Menurut donald black dengan teori diskriminasinya ada lima aspek yang
menurut dia menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi hukum, yaitu :20
1. Stratifikasi sosial : ketidak samaan kekayaan dan sumber daya
2. Morfologi sosial : pola pola hubungan antar personal;
3. Kultur : perilaku simbolik;
4. Organisasi : derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif;
5. Pengendalian sosial lain diluar hukum : sifat atau tingkatan dari mekanisme
non hukum bagi pendefinisian dan tanggapan terhadap suatu tindakan salah
(Wrong Doing).
Dari faktor tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai
perbedaan dalam pola stratifikasi sosial mereka, juga berbeda dalam morfologi
mereka dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang mengasilkan
pula perbedaan didalam sistem hukum mereka.
Dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan dengan
kepala pembinaan bagian narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas IIA
20 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 13
(Jakarta: Raja Grafindo Persada). hal 16
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Sungguminasa pada tanggal 23 Mei 2017 penulis menemukan beberapa faktor
yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa, antara lain
penghambat pemenuhan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99
tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yang melibatkan pihak lain yang memberikan rekomendasi
kepada lapas, yang jadi masalahnya dalam peraturan pemerintah ini tidak
dijelaskan siapa yang berwenang memberikan rekomendasi bahkan sampai
sekarang masih menunggu peraturan selanjutnya. Menurut Dian Salah satu
persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain:21
1. Kelengkapan berkas.
2. Vonis dari pengadilan
3. Eksekusi dari kejaksanaan.
Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi.
Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam
pelaksanaannya. Faktor kendala tersebut dikaitkan dengan teori dari Soerjono
Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:22
a. Faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang – undangan dan peraturan
pemerintah itu sendiri, karena dalam peraturan perunang – undangan dan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang remisi masih adanya
21 Dian, Wawancara, Staf  Bagian Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Sungguminasa, 22 Mei 2017
22 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 13
(Jakarta: Raja Grafindo Persada). hal 11-59
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ketidakjelasan dalam kata – kata yang dipergunakan dalam setiap perumusan
pasal – pasal tersebut, sehingga hal tersebut terjadi penafsiran yang sangat
luas.
b. Faktor penegak hukumnya. Penegak hukum merupakan pemegang peranan
(role occupant). Pemegang peranan yang terlibat dalam pelaksanaan
pemberian remisi adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Sungguminasa, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia kota
Makassar, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, namun tidak dipungkiri
bahwa berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya suatu konflik (status
conflict dan comflict of roles) sehingga dalam kenyataannya terjadi
kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang
dilakukannya. Dalam pelaksanaan pemberian remisi yaitu peranan penegak
hukum yang belum dilaksanakannya secara optimal yaitu terjadi
keterlambatan pemberian putusan/penyerahan eksekusi dari penegak hukum
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam putusan remisi kepada narapidana
sering terlambat dan ada beberapa narapidana tidak mendapatkan remisi
karena keterlambatan putusan.
c. Faktor sarana atau fasilitas. Dalam hal ini kendalanya adalah kurangnya
Sumber Daya Manusia yang potensial dalam penerapan deskripsi pekerjaan.
Dalam hal ini sebagai petugas lembaga pemasyarakatan sebagian besar tidak
memahami bidang yang ditugaskan bagi pegawai tersebut dikarenakan
kurangnya pengetahuan dasar hukum.
d. Faktor masyarakat. Masyarakat kurang menyadari dan kurang memahani apa
itu hukum. Karena kurangnya kesadaran hukum itu, banyak masyarakat yang
tidak mengacuhkan hukum, pura – pura menaati hukum, dan secara terang –
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terangan melanggar peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembuat peraturan
dan yang telah diterapkan oleh penerap peraturan (penegak hukum). Sehingga
masyarakat hanya mematuhi hukum pada saat ada penegak hukumnya saja
karena penegak hukum dianggap senagai sesuatu yang menakutkan.
e. Faktor kebudayaan. Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam ruang
lingkup masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa.
Perlu adanya upaya penyempurnaan dengan melakukan langkah – langkah
untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi, antara lain :
a. Faktor hukumnya sendiri, para pembuat peraturan memperjelas setiap isi dari
pasal – pasal yang mengatur tentang remisi yang dibuat.
b. Faktor penegak hukumnya, para penegak hukum yang berperan sebagai
penerap peraturan harus melaksanakan kewajiban – kewajibannya
semaksimal mungkin sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan
perundang – undangan dan melakukan kewajibannya tanpa menunda – nunda
waktu yaitu memproses usulan remisi secara cepat dan tepat sehingga putusan
mengenai pemberian remisi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu.
Dan adanya komunikasi antara para penegak hukum.
c. Faktor sarana dan fasilitas, adanya penyeleksian yang lebih ketat untuk
penerimaan pegawai baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Sungguminasa. Pengetatan seleksi dilakukan sesuai dengan kapasitas
manusiaitu sendiri yang mana pegawai yang akan diseleksi itu memiliki
kemampuan dibidangnya.
d. Faktor masyarakat, penegak hukum tidak hanya melakukan kegiatan atau
usaha yang bertujuan agar warga taat dan patuh pada hukum. Karena cara itu
hanya menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya
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bahkan masyarakat hanya patuh saat ada petugas saja. Cara ini harus dirubah
yaitu para penegak hukum memberikan sosialisasi mengenai hukum.
e. Faktor kebudayaan, menyatukan faktor kebudayaan dengan masyarakat.
Penyatuan dilakukan untuk menciptakan adanya keserasian dan
keseimbangan.
Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika hanya
memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan
adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang
pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu
kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa
dengan pihak BNN Makassar belum pernah diadakan. Hal ini sesuai penjelasan
yang diperoleh penulis dari pihak BNN Makassar yakni Franky Chandra
Krisdianto selaku Program Manager BNN Makassar sebagai berikut:23
“Hingga saat ini BNN belum pernah menandatangani MOU untuk
mengadakan kerjasama dalam bentuk penyuluhan terhadap narapidana
ataupun kerjasama dalam hal memberikan masukan perihal standarisasi
pengrehabilitasian dan penanganan bagi pengguna narkotika pada pihak
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa. Hal ini
dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan hingga saat ini belum
pernah mengirim permohonan kepada kami. Selain itu kami dari pihak
BNN sendiri tidak dapat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
tanpa MOU terlebih dahulu karena segala hal yang berada di dalam
lingkup lembaga pemasyarakatan adalah diluar dari kewenangan kami”.
23 Franky Chandra Krisdianto, Wawancara, Program Manager BNN Makassar, 23 Mei
2017.
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Dengan demikian berdasarkan segala macam kendala dan permasalahan
yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang penulis temukan
dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses
pelaksanaan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa belum efektif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka
penulis menyimpulkan bahwa:
1. Aturan pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
narapidana, dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni: (1) Pembinaan
Kepribadian. (2) Pembinaan kemandirian juga di tetapkan dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian
remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Kemasyarakatan
Klas II A Sungguminasa di lakukan sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1
PP Nomor 99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya
dilakukan berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan
Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Mentri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan
Cuti Bersyarat.
2. efektivitas pemberian remisi dalam menekan angka ketergantungan Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa belum berjalan lancar
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karena masih banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya selain
yang tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kerjasama antara
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dengan pihak
BNN Makassar belum pernah diadakan.
B. Saran
1. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang
sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan
dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan
sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara
persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi
narapidana tindak pidana khusus.
2. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana khususnya
pada pelaku tindak pidana narkotika dalam membongkar kasus pengedaran
narkotika dan menekan angka ketergantungan narkotika.
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